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ABSTRusl

NURLAELA A.M SANGAJI 4511023018, DAMPAK INVESTASI MNC TERIIADAP

MASYARAKAT ADAT. STUDI KASUS : KONFLIK AGRARIA ANTARA PT WEDA BAY

NICKEL   DENGAN    MASYARAKAT   ADAT    SAWAI   DI    HALMAIIERA   TENGAH.

Pembimbing Ibu Dra.Hj. Juhami,.M.Si selaku pembimbing 1  dan Bapak ZuLkhair Burhan S.Ip.,

M.A selaku pembinbing H, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan

Intemasional Universitas Bosowa Makassar.

Pembaliasan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  yang  melatarbelakangi

konflik agrarian antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai den bagainana

danpak investasi PT Weda Bay Nickel terhadap Masyarakat Adat Sawai.

Tipe  penelitian  yang  digurmkan  dalan  penulisan  skripsi  ini  adalah  tipe  penelitian

deskriptif analisis yaitu pengganbaran fenomena-fenomena dan falcta-falcta yang teljedi dengan

pemasalahan  yang  akan  diteliti  kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  mengenai  hubungan
Pemerintah Daerah, PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai  mengenai teljadinya

konflik Agraria di Halmahera Tengch.

Hasil  penelitian  penulis  bahwa  konflik  agraria  yang  teljadi  di  beberapa  desa  yang

wilayahnya masuk dalam kousensi  perusahaan PT  Weda Bay Nickel  diantaranya desa lelilef

sawai,lelilef woya bulen, dan desa gemaf ini menunjukan balwa perusahaan tersebut dianggap

belun  maksimal  dalam  pelaksaan  pembangunan  ekonomi  masyarakat  Halmahera  Tengah

khususnya Masyarakat lingp[ar tambang tetapi kemudian konflik ini belum terselesaikan karena

dimana Peruschaan belum membayar lunas lahan masyarakat adat dan masih sekitar 3 0%.

Dibutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, PT Weda Bay Nickel dan

Masyarakat Adat agar dapat terwujudnya pembangunan yang dapat meusej ahterakan masyarakat

di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya Masyarakat Adat den juga Pemerintah seharusnya

melakukan  peninjauni  kembali  izin  kontrak  karya  PT  Weda  Bay  Nickel  karena  ini  juga

memberikan danpak yang tidak baik bagi kehidupan masyarakat adat.
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BABI
PENDAHULUAN

A.  Latar Be]akang

Pasca perang dingin aktor dalan hubungan intemasional pun bertanbah,

tidak hanya negara  sebagai  aktor hubungan  intemasional tetapi juga  organisasi

intemasional,      MNC     (Multinational     Corporation),     TNC      (Transnational

Corporation), kelompok-kelompok masyarakat bahkan  individu juga mengambil

peranan  dalam  hubungan  intemasional.  Masyarakat  transnasional  memainkan

peranan penting dalan menetapkan batasan dan cara pandang individu-individu

dalan  penanggulangan   konflik,   sistem  hukum   dan  kode  moral  yang  dapat

diterima  dan  diterapkan  oleh  semun  termasuk  menetapkan  sangsi  bagi  yang

melanggar.

Masyarakat transnasional bekerja dengan jaringan yang kompleks secara

regional maupun kultural, dimana terdapat sistem-sistem interaksi dan pertukaran

yang melibatkan bermacam-macan aktor. Hubungan-hubungan antara satu aktor

dengan aktor nasional yang lain dan dalan sistem-sistem masyarakat digerakkan

oleh pemahaman tentang penyatuan-penyatuan masyarakat secara global. Dalan

hal   ini,   daerah   diberi   keleluasan   untuk   melakukan   hubungan   intemasional

misalnya dalam hal-hal yang berkenaan dengan perdagangan dan  investasi daerah

dapat  melckukan  transaksi  secara  langsung  tanpa  harus  berkonsultasi  kepada

pemerintah   pusat.   Muncul   pula  keinginan   supaya  Indonesia  dan   daerahnya

memiliki    keragaman    potensi    alam,    dapat    mengembangkan    dirinya    dan



memproduksi    serta   menjual    hasil-hasilnya    secara   mandiri    kepada   pasar

intemasional.

Di  Indonesia ini  warga diperkuat dengan aturan tentang otonomi daerah

secara yudiris dipertegas dengan undang-undang Nomor 22  tahun  1999 tentang

Pemerintah  Daerah yang  kemudian  direvisi  menjadi  undang-undang Nomor  32

tahun 2004.  Aturan ini memberikan ruang yang lebih luns kepada daerch untuk

mengatur  daerahnya  sendiri.   Di  era  otonomi  daerali,   pemerintah  diharuskan

mendorong  perfumbuhan  perekonomian  melalui  peningkatan  Pendapatan  Asli

Daerah  Q'AD)  dengan  cara  mengembangkan  industri  di  daerahnya.  Adapun

masalah  kelan8kaan  dana,  Undang-undang Nomor  22  tahun  1999  memberikan

kesempatan  Pemerintah  Daerah  untuk  memperoleh  dana  dari  lunr  negeri,  atas

persetujun  DPRI).I  Dengan  demikian  perusahaan  diberikan  kebebasan  untuk

berinvestasi  baik secara langsung ataupun tidak langsung disuatu daerah  dalam

ran8ka  membantu  pembangunan  pemerintah  daerah.  Investasi  ini  selanjutnya

diharapkan  dapat  membantu  meningkatkan  kesejchteraan  masyarakat.  Seiring

dengan kesempatan tersebut di daerah Halmahera Tengah provinsi Maluku Utara

yaitu masuknya perusahaan PT Weda Bay Nickel.

Namun    dibanyak    tempat    di    Indonesia    industri    asing,    khususnya

pertambangan  justru menimbulkan masalal sosial contohnya Kalimantan Tengah

menjadi Provinsi yang paling banyak konflik, dimana 13 dari  14 Kabupaten dan

Kotanya memendam masalah klaim atas sumberdaya alan dan Agraria. Artinya,

konflik berlangsung merata diwilayah administratif  Provinsi tersebut.  Sebanyak

1 Sidik Djatmika, Otonomi Daerah: prexpefri/habzf»gerz /»/ermcrsl.oncz/. BIGRAF

Publishing:Yogyckarta, 2001, IIal. 98.



85%  dari  kasus  di  Kalinantan  Tengch  teriadi  disektor perkebunan.  Sedangkan

10% merupahan konflik disektor kehutanan. Sisanya adalah konflik pertanbangan

dan konflik lainnya.2

Meluasnya ekspansi peckebunan monokultur seperti sawit di Kalimantan

tak ayal membunt luas hutan berkurang drastis. Perubahan status kawasan hutan

melalui  mekanisme  pelepasan,  tukar-menukar yang tak seimbang,  maupun  izin

pinjam pakai marak teriadi dan cenderung kian tak terkendali. Akibatnya, konflik

klain  adat atas wilayah hutan  melawan penunjukan  sepihak oleh  negara yang

paling sering teriadi, makin runyan. Ketika kasus macam ini belum tuntas, kini

konflik bertambah antara masyarakat dengan perusahaan.

Hal  serupa juga teriadi di Halmahera Tengah dengan investasi PT Weda

Bay  Nickel    menyebabkan  dampak  negatif pada  wilayah  yang  masuk  dalan

konsesi  tanbang  misalnya,  program  perlindungan  satwa  yang  dilindungi  oleh

kementrian  kehutanan  dan juga  bank  dunia.  PT  Weda  Bay  Nickel  seharusnya

mengakomodasi dan merevitalisasi seluruh kemampuan kearifan tradisional yang

dimiliki oleh semun kelompok masyarckat adat. Tanpa harus membiarkan mereka

tetap hidup dalam kehidupannya yang serba terbatas, mereka dapat didorong dan

diberdayakan dalam kemampuan asli tradisionalnya untuk mengembangkan pola

pengembangan mata pencahariannya  secara tradisional  dalam  versi  yang  sudah

dimodifikasi tanpa meninggalkan kearifan tradisionalnya sama sekali.

Segala  kepercayaan  asli  dengan  segala tabunya  yang  mewamai  seluruh

hubungan    mereka    dengan    alam    tetap    bisa    dipertahankan.    Tetapi,    pola

2   Outlook Konflik Sunberdaya Alam dan Agraria 2012, dalam http:/thuma.or.id/pusat-database-

dan-informasi/outlook-konflik-sumberdaya-alam-dan-agraria-2012-3.html  diakses  pada  21
maret 2013.



pengembangan  mata  pencahariannya  bisa  ditingkatkan  sedemikian  rupa  tanpa

merusak  alam  sesuai  dengan  kepercayaan  asli  mereka,  sehingga  kesejahteraan

masyarakat adat bisa tetap  ditin9katkan  sembari  lingkungan  hidup  disekitamya

dapat dipelihara dan dilestarikan.

Masyarakat Adat ini disebut dengan Masyarakat Adat Sawai (Suku Sawai)

mereka  adalah  yang  bermukin  di  desa  Lelilef Woya  Bulen,  desa  Sagea,  desa

Gemaf desa Lelilef Sawai, desa Kobe, desa Sidanga, desa Weda, desa Fritu, desa

Wale, desa Messa dan desa Dote. Populasi Masyarakat Adat Sawai dipeckirakan

tidak lebih dari 10.000 orang.  Rumah masyarakat Adat Sawai ini biasanya terbunt

dari papan kayu dan beratap anyaman daun sagu. Pemukinan masyarakat Adat

Sawai  sangat  sederhana,  berada  agak  terpencil,  dan  sepertinya tidak mendapat

perhatian  dari  pemerintah  daerah  setempat.  Bahkan  wilayah  tanah  Masyarakat

Adat  Sawai  terancam  oleh  perusahaan  besar  yang bergerak  di  pertambangan

nickel,  yang  sudah  mematok tanah  ribunn  hektar   didesa  Lelilef Woya  Bulen,

Lelilef Sawai dan desa Gemaf.

PT  Weda Bay Nickel  merupakan  perusahaan pemegang  Kontrak  Karya

Generasi   ke VII yang bergerak dibidang pertanbangan umum disektor sumber

daya mineral sebagai mitra pemerintah dalan meningkatkan pendapatan daerah.

Pada  tahun  1996  perusahaan  PT  Weda  Bay Nickel  mulai  bekeria  dengan  pra-

survei tentang mineral. Pemerintah Republik Indonesia menertibkan kontrak karya

yang ditanda tangani pada tanggal 19 januari 1998 dan berlaku untuk kurun walch]



30 tahun.  Saham terbesar perusahaan ini diniliki oleh   Eramet dari Prancis dan

juga Mitsubishi dari Jepang.3

Konflik Agraria atau konflik lahan  ini  menyebabkkan masyarakat Adat

semakin kesulitan untuk mengakses sumberdaya hutan dan laut. Mengingat bahwa

wilayah   mereka   masuk   dalan   konsesi   perusahaan.   PT   Weda   Bay   Nickel

mensyaratkan relokasi penduduk Masyarakat Adat dari lahan budidaya mereka di

hutan. 4Ini disebut sebagai penelantaraan ekonomi ®emindahan dan tidak adanya

rencana  pemukiman  ulang  bagi  wilayah  pemukinan  desa).   Standar  kineria

J.#Je778czfz.oJea:/fl7acr7ace corpora/J.o# IFC menyatakan bahwa penelantarann ekonomi

teriadi  jika   hilangnya   penghidupan   disebabkan   oleh  pemaksaan,   khususnya

penghidupan yang bersumber dari lahan.

3Mempertanyakan   PT   Weda   Bay   Nickel   dalam,http://www.iesr.or.id/2010/08/tulisan-opini-i-

mempertanyakan-pt-weda-bay-nickel-di-maluku-utara/. Di akses pada 09 Agustus 2010.
4W eda, bay hirok!ct daham. http: //www. buseco. monas h. edr. ou/b lt/researchhoeda-bay-public-report-

oct20/i.pordiakses pada 13 november 2013.



Penelantaran ekonomi diantaranya sebagai berikut :

1.   Kelompok Masyarckat Adat  Sawai yang terkena  dampck proyek  ini

telah kehilangan akses atas lahan budidaya hutan yang mereka garap

selama beberapa generasi.  Hilangnya akses ini menyebabkan mereka

kehilangan sumber penghidupan utama.

2.   Proyek PT Weda Bay Nickel tidak mencharuskan anggota kelompok

Masyarakat Adat  Sawai  untuk pindah,  tapi  inipun tidak mengurangi

penelantaran ekonomi mereka.

3.   Pembebasan lahan tidak teriadi secara sukarela. Sebaliknya, PT Weda

Bay   Nickel   dan   pemerintah   lokal   menekan   anggota   masyarakat

sedemikian  rupa  sehingga mereka tidak memiliki  pilihan  lain  selain

melepaskan hak atas lahan, dan perusahan boleh jadi akan menempuh

jalur  resmi  untuk  mengambil  lahan  secara  paksa jika  mereka  terus

melakukan perlawanan.

4.   Hal ini jelas merupckan penelantaran ekonomi, dan dengan demikian

sesuai dengan standar kineria IFC  (j.#/emeJz.oma/ ¢73¢7!c}e corportzfz.o]q)

membutuhkan   proses   konsultasi   yang   intensif,    disertai    dengan

kompensasi yang sesuni dan dalam bentuk yang tepat.

5.   Perubahan  terkini  didalam  aturan  permdang-undangan  di  Indonesia

dapat menjadi kesempatan  untuk perlindungan  lahan  adat,  sehingga

penelantaran ekonomi dapat terhindarkan.



Hal   tersebut  jika   dilihat   dari   kasus   ini   bahwa   dimana   perusahaan

menggunakan   hukum   untuk   memaksakan   pembatasan   akses   ke   lahan  jika

masyarckat  tidak  bersedia  melepaskan  hak  laharmya,   dengan  alasan  bahwa

perusahaan telah mendapathan hak eksploitasi legal Negara. Dalam kenyataannya,

masyarakat Adat tidck memiliki pilihan lain selain melepaskan lahan mereka yang

berada   diwilayah   konsesi   pertambangan.   Karena   dimana   Tanah-tanah   yang

dikuasai masyarakat Adat akan dicaplok dan disulap menjadi tandus serta akan

menghilangkan  sumber-sumber produksi  agraria  yang  berimplikasi  bunk  pada

hancumya wilayah produksi masyarakat.

Maka dari itu, penulis bertujuan untuk menelanh lebih lanjut tentang apa

melatarbelakangi konflik agraria dan bagainana danpaknya terhadap Masyarakat

Adat Sawai.

8.  Batasan dan Rumusan Masalab

a.   Batasan Masa]ah

Menghindari teriadinya pembahasan yang lebih luas didalam penelitian ini

maka  penulis  membatasi  ruang  lingkup  masalah  apa  yang  melatarbelckangi

konflik Agraria antara PT Weda Bay Nickel dengan masyarakat Adat Sawai yang

dimana   dilihat   dari   kedua   aspek   ini   untuk   mengikuti   Regulasi,   konflik

kepentingandanjugabentuk-bentukkonfliksertabagaimanadampaklnvestasiPT

Weda  Bay  Nickel  terhadap  masyarakat  Adat  Sawai  yaitu  dilihat  bagaimana

dampak langsung maupun tidak langsung.



b.   Rumusan Masa]ah

Untuk menyederhanakan masalah ini agar tidak terhindar dari kesimpang-

siuran maka penulis membatasi dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1.   Apa  yang  melatarbelakangi  konflik  Agraria  antara  PT  Weda  Bay

Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai ?

2.   Bagaimana    dampak    investasi    PT    Weda   Bay   Nickel    terhadap

masyarhat Adat Sawai ?

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan penelitian

Adapun   tujuan   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   apa   yang

melatarbelakangi konflik agrarian antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat

Adat Sawai dan danpak investasi PT Weda Bay Nickel terhadap Masyarakat Adat

Sawai.

2.   Kegunann pene]itian

a.   Memberikan manfaat bagi masyarakat Adat Sawai agar perlunya

memahami dan melihat dengan jeli bagaimana konflik agraria ini

bisa teriadi.

b.   Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sehingga dengan

cepat  mengambil  alih  konflik  tersebut  agar  keberlanjutan  hidup

masyarakat Adat Sawai ini bisa terselesaikan.



c.   Memberikan  masukan  dan  sumbangsi  bagi  pengembangan  ilmu

Hubungan  Intemasional,  Badan  Pertanahan Nasional,  Pemerintah

Daerah serta Organisasi yang menangani konflik tersebut.

d.   Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program

Ilmu Hubungan Intemasional  FIslroL  Universitas Bosowa "45"

Makassar.

E.  Kerangka Konseptua]

I.   Teori Konflik Agraria

Bila kita mendengar kata konflik, maka asosiasi kita akan tertuju pada

adanya  perselesihan,  ketidakharmonisan  maupun  pertentangan  dan  atau  yang

paling  ekstrim  adanya  tindakan  kekerasan.  Konflik  biasanya  akan  melibatkan

adanya dua pihak yang  bersebrangan antara satu dengan  lairmya.  Teori  konflik

merupakan  teori  yang  mulanya  diperkenalkan  oleh  Karl  Marx.  Bermula  pada

perhatiannya  terhadap  masalah-masalch  perbedaan  kelas  sosial  yang  saat  itu

berkembang di perancis. Perbedaan kelas tersebut, menciptakan adanya kelompok

masyarakat Borjuis dan Proletar. Masyarakat Boriuis merupakan kelas masyarakat

pemilik modal, mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan uang, memilik ilmu

dan  keahlian  khusus,  sementara masyarakat kelas  proletar adalah  mereka  yang

relatif minim  memiliki  sumber-sumber daya medal,  unskill dan banyck sebagai

pekeria  miskin.  Kehidupannya  bergantung  pada  sumber-sumber  penghidupan

yang disediakan atau diberikan dari masyarakat horiuis atau pemilik modal.



Dengan    demikian    kelas    masyarakat   boriuis,    merupakan   kelas

masyarakat  yang  kuat.  Sementara  kelas  proletar  merupakan  kelas  masyarakat

yang lemah, Karena kuatnya kertergantungan kelas masyarakat proletar terhadap

kelas masyarakat boriuis secara tidak langsung, dan kuatnya penetarasi ekonomi

kelas   boriuis  terhadap   kelas   proletar   sehingga   menimbulkan   praktik-praktik

eksploitasi kelas boljuis terhadap kelas proletar.5

Semakin  lama  kesenjangan  antara  kelas  masyarakat  boriuis  dengan

masyaraltat proletar semakin  lebar.  Kesenjangan tersebut tidak hanya   dibidang

ekonomi, tapi juga sudah merembet ke bidang sosial dan budaya. Akibat berbagai

tersebut  mendorong  kesadaran  dari  kelas  masyarakat  proletar,  yang  memang

selama ini berada di bawah penguasaan kelas boriuis, melakukan pemberontakan

yang  lebih  dikenal  sebunh  gerakan  sosial  (revolusi),  masyarakat  kelas  proletar

mengharapkan  bahawa  dari  gerakan  ini  ahan  mendapatkan  kesetaraan  dalani

pembagian  sumber-sumber ekonomi.  Dan  mengakhiri  kesenjangan dan  praktik-

praktik  eksploitasi   terhadap  diri   mereka.   Kemudian   dari   proses   periuangan

tersebut   maka   muncullah   apa  yang   dikatakan   konflik.   Konflik   yang   lebih

disebabkan, karena adanya ketimpangan akses untuk memperoleh atau menguasai

sumber-sumber ekonom i.

Menurut Wiradi (2000),   konflik agraria sebagai suatu gejalah sosial

merupakan proses interaksi antara dua orangAcelompok atau lebih yang masing-

masing memperiuangkan kepentingan antara objek yang sama seperti tanah,  air,

tanaman, tambang, udara, yang berada diatas tanah yang bersangkutan. Pada tahap

Muryanti,  Damar  Dwi  Nugroho,  Rokhiman,2013,  "Teori  Konflik  dan  Konflik  Agraria  Di
Pedesaan", Kreasi Wacana. Yogyakarta.



"berlomba" untuk mendahului objek itu, sifatnya masih dalam persaingan. Tetapi

pada  saat  mereka  saling  berhadapan  untuk  memblokir jalan  lawan  teriadilah

"situasi konflik". Jadi, konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan.

Konflik  agraria  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  hams  dihadapi  sebagai

bagian atau cara dari pengaruh kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Ada tiga

kelompok  yang  biasanya  tercakup  dalam  masalah  agraria,  yaitu  pemerintah,

pengusaha ®erusahann swasta dan negara), dan masyarckat.

Untuk memahami karakter konflik agraria, maka proses-proses hukum

yang  selama  ini  digunakan  untuk  menyelesaikan  konflik tidak  memadai  untuk

menyelesaikannya.  Dibutuhkan  lembaga  khusus  penyelesaian  konflik  agraria.

Karena pada dasanya yang disebut dengan penyelesaian konflik agraria, bukan

hanya  pembuktian   hukum   fomal   dari  tanah  yang  dikonflikkan.   Melainkan

pemenuhan rasa keadilan pada korban konflik agraria. Selama ini pihak rakyatlch

yang selalu jadi korban konflik agraria.

Berbagai  hal  strategis  yang  bisa  dicapai  dari  lembaga  penyelesaian

konflik agraria ini adalah :

a.   Memungkinkan rakyat mengajukan tanahnya yang dirampas.

b.   Menguatkan posisi rakyat dalam hal pemilikan tanah.

c.   Memungkinkan  rakyat mendapatkan keadilan melalui  pemulihan,

penggantian terhadap kerugian dan hak-haknya yang dirampas oleh

proses nasa lalu.



d.   Memungkinkan satu terobosan hukum yang menjadi pintu masuk

mendekonstruksi  atas  sistem  hukum  yang  tidak  memenuhi  rasa

keadilan rakyat.

2.   Kousep Investasi sosial

James  Midgley  (1999)  mendefinisikan  pembangunan  sosial  sebagai

suatu    Perspektif   altematif   untuk   mendistribusikan    sumber   daya   dengan

menekankan prioritas alokasi pada program-prograni sosial yang berorientasi pada

produktivitas dan investasi untuk memperluas partisipasi dalam bidang ekonomi

dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan.

Hal  tersebut  sejalan  dengan  konsep  investasi  sosial.  Dimana  ketika

kita berfikir tentang investasi yang terlintas dalan benak kita adalah penanaman

modal  yang  dilakukan  untuk  mendapathan  keuntungan,   begitu  pula  dengan

investasi sosial, dimana kita memberikan modal dalam hal baik bersifat finansial

yang   diwujudkan   dalam   pembangunan   saran-prasarana   kepada   public   yaitu

masyarakat dengan harapan hal tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat

dalam  pemberdayann  dan  peningkatan  sumberdaya-sumberdaya  yang  potensial

untuk  menunjang  dan  menin9katkan  kesejahteraan  baik  dalam  bentuk  sosial

maupun ekonomi yang berbanding lurus dengan percepatan pembangunan.

Tinjaunn   tentang   Investasi   sosial   telah   dikemukakan  juga   oleh

Anthony   Giddens,   yang  mendukung   pemyataan   sebelumnya   bahwa  konsep

investasi  sosial  sebagai  investasi  pada  sumber daya manusia untuk memajukan

kesejahteraan  agar  setiap  individu  maupun  kelompok  dapat  berkontribusi  bagi



penciptaan  kesejahteraan.  Dengan  dilakukannya  gerakan  investasi  sosial  bagi

masyarakat oleh pemerintah maupun pihak swasta ®erusahaan) diharapkan dapat

mendukung  pembangunan  berkelanjutan  di  masyarakat  secara  mandiri  melalui

sistem  kesejahteraan  yang  dibentuk  melalui  pemberdayaan  berkelanjutan  bagi

masyarckat6

Wujud implementasi dari Investasi  sosial,  Terdapat beberapa contoh

wujud dari konsep investasi sosial yang dilakukan sebagai wujud pembangunan

secara bersama-sama baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dimana ketika

pemerintah   belum   membangun   fasilitas   sarana   prasarana   tersebut   terdapat

perusahaan di wilayah tersebut yang melakukan kegiatan menguras sumberdaya

alam yang juga dapat belperan dalani mewujudkan hal tersebut, seperti :

1.   Adanya  kegiatan  ekonomi  produktif yang  dilakukan  guna  melakukan

pengembangan  kegiatan  mata  pencaharian  bagi  masyarakat  yang  tidak

memiliki akses terhadap sumber daya.

2.   Pembangunan  sarana  dan  prasarana  publik  yang  bersifat  memudahkan

aksebilitas   masyarakat   dalam   melckukan    kegiatan    sosial    maupun

ekonomi, seperti jalanan, jembatan penyeberangan dan lain-lain.

3.   Menciptakan sarana ekonomi kepada masyarakat yang wilayahnya belum

terdapat prasarana tersebut, seperti pasar dan lain-lain.

Dalam  pelaksanann  pemberian  investasi   sosial   ini   sebaiknya  dari

pihak pemerintah maupun swasta/ perusahaan jangan hanya memandang kegiatan

6 James Midgley, Social Development



investasi sosial dari sisi besar bantuan yang berikan kepada masyarakat, tapi juga

mempertimbangkan  proses  pemberdayaan  yang  teriadi  karena  investasi  sosial

tersebut serta  bagainana dampaknya bagi tingkat kesejahteraan masyarakat dan

kelestarian lingkungan dalam hal sustainability atau pembangunan berkelanjutan

yang bersifat waktu jangka panj ang.

>   Struktur penelitian.



Konsep lnvestasi

Sosial



F.  Metode penelitian

I.   Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe

penelitian deskriptif analisis yaitu pengganbaran fenomena-fenomena dan fakta-

fakta yang teriadi dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dilanjuthan

dengan  analisis  mengenai  hubungan  Pemerintah  Daerah,  PT  Weda  Bay Nickel

dengan   masyarakat   Adat   Sawai      mengenai   terjadinya   konflik   Agraria   di

Halmahera Tengah.

2.   Jenis dan sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu primer

dan   sekunder,   dimana  data  primer  adalah  jenis  data  yang  penulis  peroleh

dilapangan  secara  langsung  melalui  wawancara  dan  telaah  pustaka,  sedangkan

data  sekunder  adalah  jenis  data  yang  penulis  peroleh  dari  hasil  olahan  hasil

penelitian   dari   lembaga-lembaga   sebelumnya   pemerintah,   swasta,   lembaga

swadaya masyarakat a,SM) serta terbitan sumber-sumber yang relevan.

3.   Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggabungkan dun jenis pengumpulan

data yaitu Field research dan library research. Yang diantaranya melalui observasi

lingkungan dengan pengamatan secara langsung dilapangan, menggunckan teknik

wawancara serta mencari  bahan-bahan  pustaka ®uku, jumal,  majalah dan  data

lapangan) diberbagai instansi yang terkait.



4.   Teknik Analisis Data

Teknik  analisa  data  yang akan  penulis  lakukan  adalah  teknik  analisa

data   yang   bersifat   kunlitatif,   melalui   sejumlah   falctor   yang   relevan   dan

berhubungan dengan penelitian ini tanpa menggunakan perhitungan matematis.

G.  Rancangan Sistematika Pembahasan

Adapun hasil  penelitian dan analisa data penelitian  ini  akan disusun

dalan karya tulis ilmiah  (skripsi), dengan rancangan sistematika sebagai berikut :

I.   Bab   pertama,   yaitu   pendahuluan,   yang   berisi   tatar   belakang

masalah,  batasan  dan  rumusan  masalah,  tujuan  dan  kegunaan

penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

2.   Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka berisi penelusuran kepustakaan

dan literature tentang Teori Konflik, dan Konsep Investasi.

3.   Bab  ketiga,  yaitu  gambaran  umum  obyek penelitian,yang  berisis

tentang   pemaparan   profil   dan   letak   geografis   Maluku   Utara,

Kabupaten  Halmahera  Tengch,  Investasi  PT  Weda  Bay  Nickel,

Masyarakat Adat Sawai dan Profil Konflik Agraria.

4.   Bab  keempat   analisis  pembahasan  yaitu   hasil  penelitian   dan

pembchasannya, bagaimana latar belakang konflik agrarian antara

PT  Weda  Bay Nickel  dengan  Masyarakat Adat  Sawai  dan juga

bagaimana   dampak   investasi   PT   Weda   Bay  Nickel   terhadap

masyarakat adat sawai.

5.   Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB 11.

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Teori Konflik Agraria.

Dalam  prespektif  konflik,   permasalahan  makro-mikro  dan  agensi

struktur juga memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi kemunculan berbagai

varian  teori  yang ada  dalam  prespektif konflik.  Secara umum  orientasi  konflik

terkait  dengan  3  sentral  dan  berkaitan  dengan  asumsi-asumsi  .  penama,  setiap

orang memiliki sejumlal keinginan mendasar sesuatu yang mereka inginkan dan

berusaha untuk mendapatkannya karena tidak diperoleh dalam sistem masyarakat

yang banyak berlcku bagi semua teori konflik tidak selalu eksplisit tertuju pada

manusia,  akan tetapi terfuju  pada hasil relasi  di  dalamnya.  Kedc4a,  keseluruhan

prespektif konflik,  menekankan  pada  kekuasaan  sebagai  inti  dari  relasi  sosial.

Teori   konflik   selalu   menunjukkan  kekuasaan  tidak  hanya   sebagai   pembagi

kesenjangan den ketidakadilan, banyak yang menjadi sumber konflik, tetapi juga

pemaksa   yang   paling   utama.   Analisis   ini   menunjukkan   perhatian   terhadap

distribusi sumber daya yang diberikan oleh seseorang dengan banyak atau sedikit

kekuesaan.  Dan  fe/f.gr,  aspek  pembeda  dari  teori  konflik  adalah  nilai  dan  ide

sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok yang berbeda untuk memajukan

diri  mereka  lebih  dari  sebagai  pemaknaan  untuk  mendefinisikan  identitas  dan

tujuan keseluruhan masyarckat.

Konsep  sentral  teori  ini  adalah  wewenang  dan  posisi.  Kedunnya

merupakan falcta  sosial.  Inti  tesisnya merata tanpa kecunli menjadi  faktor yang

menentukan konflik sosial  secara sistematis.  Perbedaan wewenang adalal  suatu



tanda  dari  adanya  berbagai  posisi  dalan  masyarakat.  Perbedaan  posisi  serta

perbedaan  wewenang  di  antara  antara  individu  dalam  masyarakat  itulah  yang

harus  menjadi  perhatian  utama.  Struktur  yang  sebenamya  dari  konflik-konflik

harus  diperhatikan  didalam  susunan  peran  sosial  yang  dibantu  oleh  harapan-

harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi.

Konflik adalah hubungan antara dun belah  pihak atau lebih (individu

atau  kelompok)  yang  memiliki  atau  merasa  memiliki,  saran-saran  yang  tidak

sejalan.  Konflik  adalah  suatu  kenyataan  hidup,  tidak  terhindarkan  dan  sering

bersifat kreatif.  Konflik teriadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan.  Berbagai

perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering

menchasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakat atau semun

Pihak yang ter|ibat.7

Beberapa konsep teori Marx yang mendasar diantaranya terkait dengan,

1.    dialektika, seperti yang diuraikan sebelumnya,

2.    fe„mcz# po/e#f7.a/, yang menjelaskan terjadinya persaingan antara manusia

untuk memperebutkan mecus set rvz.vcr/

3.    kekuasaan dan kebutuhan,

4.    kesadaran,

5.    teori keria,

6.    alienasi dan emansipasi,

7.    struktur sosial pada masyarakat kapitalis : use va/"e, excha!7?ge vcr/"e, dan

surplus value

7 Muryanti, Danar Ihvi, Rokhinan, Teori konflik den konflik Agraria di pedesaan, Kreasi

Wacana, 2013. Hal 5



8.   Eksploitasi kapitalis dan fhe /cm/ a/cczpztt7/ ¢cczow"/cz/z.o7¢.

Konflik   ini   kemudian   membentuk   suatu   konflik   agraria   yang

merupakan  bentuk  ekstrim  dan  keras  dari  persaingan.  Konflik  agraria  adalah

proses    interaksi    dua    (atau    lebih)    atau    kelompok    yang    masing-masing

memperiuangkan kepentingannya atas obyek yang sama yaitu tanah, dan benda-

benda  lain  yang berkaitan  dengan  tanah  seperti  air,  tanaman,  tanbang,  segala

yang berhubungan dengan tanah.

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dimiliki dengan sesuatu hak

oleh seseorang atau pihak lain adalch lebih luas dan penuh. Dengan pedoman pada

tujuan  yang  disebutkan  diatas,  negara  dapat memberikan tanah  yang  demikian

pada seseorang  atau badan hukum  dengan  sesuatu hak menurut permtukan dan   ._`,._  ..~.  ` ^~

keperlunnya.  Hak  yang  dapat  diberikan  dapat  berupa  Hak  Milik,  Hak  Guna  '

Usaha,  Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai  atau memberikan kepada  sesuatu

badan  penguasa  seperti  depatemen, jawatan  atau  lainnya  untuk  dipergunakan

bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing seperti dimaksud dalam pasal 2  ayat

(4),   ``Hak  mengunsai   dari  negara  tersebut   di  atas   pelcksanaannya  dapat

dikuasakam kepada daerah-daerah swantara dan masyarahat-masyarahat hukun

adat,  sekedar diperlckan dan tidrk bertentangan dengan kepentingan rrasional,

menurutketentuan-ketentunnperaturanpemerintah''.8Dalampengendantersebut

kekunsaan   Negara   dibatasi   pula   oleh   hak   ulayat   dari   kesatuan-kesatuan

masyarckat hukum  sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat tersebut masih

ada.

8 Slti Zunokhatun dan Darda Syarizal. 2013, Undang-undang Agraria dan Aplikasinya. Hal 61



Konflik Agraria menurut pasal  1  angka 3 Perka BPN Nomor 3 tahun

2011    adalah   perselisihan   antara   orang   perseorangan,   kelompok,   golongan,

organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  mempunyai  kecenderungan  atau

sudch  berdanpak  luas  secara  sosio-politis.  Konflik  ini  memiliki  dampck  yang

lebih luas maka apabila tidak di carikan jalan keluamya yang obyektif akan selalu

menjadi  topik  yang  menarik  untuk  dibahas  dan  diselesaihan  dalam  konteks

penyelenggaraan kedepan.  Konflik Agraria yang tejadi  selama  ini  di Indonesia

cenderung  berlangsung  lama  ®erpe/ou/ecJ con/77.c/  )  terutama  yang  melibatkan

komunitas   adat   karena   mekanisme    legitimasi    selalu   dijadikan   preferensi

menyelesaikan konflik tanah. Perusahaan swasta dan negara lebih memanfaatkan

mekanisme  legitasi  yaitu  memasukan  konflik  tanch  ke  pengadilan,  hasilnya

pengadilan sering memenangkan perusahaan karena memiliki dokumen legal yang

membuktikan kepemilikan atau hak pengelolaan atas area tanah. Komunitas adat

terkalahkan,  karena kelompok  ini  hanya memiliki  bukti  adat  seperti  cerita atau

surat   kesaksian   yang   tidak   diakui   oleh   pengadilan.   Proses   legitasi   sering

menyebabkan  komunitas  kecil  merasa  tidak  mendapat  ketidakadilan,  pada  hal

menurut Tedi  Sudrajat bahwa penyelesaian konflik tidak selalu di ukur melalui

perspektif normatif, namun diperlukan pertimbangan dan kebijaksanaan sehingga

diperlukan sebunh media yang persuasive dan akomoodatif.9

Bukan  itu  saja,  konflik  sumber  daya  alani  yang  teriadi  bukan  saja

karena benturan kepentingan para pihak dalam prcktik dilapangan, melainkan di

picu  oleh  kebijakan  negara  yang  belum  mengakomodir  secara  serius  klaim

9 Tedi sudrajat, "Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media

Hakim Perdamaian Desa", /I"iaa/ Di.nam7.fan frzffum, Vol. 10 No 3. September 2010, Purwekerto :
FH Unscod, hal 2



pengelolaan   sumber   daya   alam   secara   adat   atau   tradisional   oleh   berbagai

komunitas lokal yang hingga kini masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara

turun temurun baik individual maupun komunal.10 Pola penguasaan dan pemilikan

ini memang tidak sama dengan standar hukum pertanahan formal yang didasarkan

atas sertifikat kepemilikan, akibatnya teriadi benturan serius hukum positif dengan

hukum  adat/tradisonal  masyarakat  dalain  mengelolah  hutali/tanah.   Fenomena

konflik ini  sebagai akibat dari diskriminasi peraturan dan perlakuan pemerintah

pusat  terhadap  masyarakat  di  daerah  dengan  mengabaikan,   menghapus  dan

melemahkan  nilai  dan  norma  hukum  adat  dan  tradisi  masyarakat  di  daerah

tersebut melalui dominasi dan pemberlakuan hukum negara (fa/e /ow).

Hendaknya   pemerintah   dalani   membunt   suatu   kebijakan   yang

menyangkut   hajat  hidup   orang  banyak  khususnya   bagi   rakyat  kecil,   dapat

melakukan  uji  kelayakan  kebijakan.  Uji  kelayakan  dapat  berlangsung  singkat

maupun lama, tergantung sejauh mana kesungguhan  pemerintah dalam membunt

kebijakan  yang  berpihck  pada  rakyat.  Langsung  mengambil  kebijckan  tanpa

terlebih  dahulu  mendengarkan  aspirasi  dari  bawah  yang  dapat  memperlebar

konflik, dan konflik yang tidak terselesaikan alran menjadi born walrfu yang dapat

meledak setiap saat.

Rekonseptualisasi Hubungan Penguasaan Tanah untuk Investasi.

Negara   diberihan   wewenang   untuk   menentukan   dan   mengatur

hubungan hukum antara orangrorang dengan sumber-sumber agraria melalui hak

menguasa.   Negara   sebagai   organisasi   kekuasaan   tertinggi    selunih   rakyat

`° Scale Up, 2008, KOJgivJ.t S#mber Dq};a A/am, Ancowa# Keber/a#/."/a#, Catatan Kritis Akhir

Tahun, Jambi: Scale Up, Hal.1.



memegang  peranan  dalam  mengatur  alokasi  sumber  daya  agraria  agar  dapat

dimanfaatkan   seeara  optimal   untuk  besamya  kesejahteraan  rakyat,   sehingga

menurut  Darwin  Ginting,  asas  menguasai  adalah  noma,  selanjutnya  sejahtera

adalah tujuan untuk membahagiakan rakyat, sehingga pemerintah harus membuat,

instrument   peraturan   perundangan   yang   memberikan   akses   rakyat   terhadap

pemilikan  tanah  dan  mendatangkan  kepastian  hukum  bagi  rakyat  dan  investor

dalan berinvestasi.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningatkan kesejahteraan

masyarakat    salah    satunya    melalui    penyelenggaraan    pembangunan    yang

memanfaatkan bidang tanah yang dikuasi langsung oleh negara maupun hak tanah

berdasarkan  prinsip  penghomatan  atas hak tanah.  Pembangunan  diatas  bidang

tanah   hak   dilakukan   berdasarkan   persetujuan   pemegang   hak   dengan   cara

penyerahan sukarela, pelepasan hak serta pencabutan hak.

Pelepasan  hak  atas  tanah  merupakan  pemutusan  hubungan  hukum

antara hak atas tanah merupakan pemutusan hubungan hukum antara pemegang

hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas

dasar   musyawarah.   Pelepasan   tanah   ini   hanya   dapat   dilakukan   atas   dasar

persetujunn  dan  kesepakatan  dari  pihak  pemegang  hak  baik  mengenai  tehnik

pelaksanaannya  maupun  besar,  serta  bentuk  ganti  rugi  yang  akan  diberikan.

Kegiatan  pelaksana  hak  ini  bukan  hanya  dilakukan  untuk  kepentingan  umum

semata,  akan  tetapi juga dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  swasta.  Mengenai

tanah-tanah yang dilepaskan haknya dan mendapat ganti rugi adalah tanch-tanah



yang   telah   mempunyai   sesuatu   hak   berdasarkan   UU   PA   dan   tanah-tanah

masyarakat adat.

8. Konsep Investasi Sosia].

Dalam  tinjauan  akademik  konsep  tentang  investasi  sosial  lahir  dalam

pemikiran  tentang  pembangunan  sosial  (sosial  development)  yang  berkembang

pada  dekade  1990-an.     Secara  terminology,  dapat  dikatakan  bahwa  Investasi

Sosial (scoial investment) adalah :

1.   Seluruh    bentuk    penanaman    modal    dalan    bentuk    fmalcial    yang

menchasilkan output dalan bentuk manfaat social atau manfaat ekonomi

yang  dihasilkan  dari  kegiatan  sosial  den  atau  pembangunan  sarana  dan

prasarana pelayanan public.

2.   Dengan demikian maka, tujunn utana yang ingin dihasilkan oleh investasi

sosial adalah kesejahteraan masyarakat.

3.   Investasi  social  berkembang  dari  kegiatan  ekonomi  yang  dilandasi  niat

untuk membantu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mencapai

tujunn kesejahteraan.

4.   Investasi  social  telah  memadukan  kepentingan  masyai.akat,  pemerintah

dengan pemilik modal financial.

Terdapat beberapa kategori  Investasi sosial ini hadir diantaranya :

1.    sebagian  besar masyarakat tidak  dapat  membiayai  kebutuhan  social

ekonominya  secara  individu  atau  kelompok  sehingga  memerlukan

pihak  lain  yang  lebih  mampu.   Dalam  hal   ini,   diperlukan  adanya

intervensi  "fasilitator"  untuk  menggerakkan  modal   financial  yang



dimiliki oleh pihak investor agar dialokasikan pada kegiatan-kegiatan

nirlaba  yang  pada  akhimya  akan  menghasilkan  kesejahteraan  atau

pelayanan public. Kegiatan nirlaba dan pelayanan public tersebut pada

akhimya  akan  membangkitkan  manfaat  sosial  atau  bahkan  manfaat

ekonomi.

2.   Agar  masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  yang  tidak  memiliki

kemampunn  untuk  membangun  ekonomi  atau  prasarana  pelayanan

public tetap memiliki kesempatan untuk menikmati kesejahteraan dan

atau memperoleh pendapatan, atau menjadi lebih berdaya.

3.   Pemilik    modal    financial    akan    lebih    banyck    belperan    dalam

membangun aspek sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka

terhadap masyarakat sebagai target pasar bagi produk yang dihasilkan

perusahaan   atau   penerima   manfaat   sosial   dari   keuntungan   yang

diperoleh perusahaan dari kegiatan bisnisnya.

4.   Pemilik modal akan menjadi mitra atau pendukung pemerintah dalan

menyedickan      kebutuhan      biaya      pemberdayaan       masyarakat.

Pembangunan    ekonomi    dan    pelayanan    public    sehingga    beban

pemerintah   berkurang   (dari   satu   sisi)   dan   pemilik   modal   akan

memperoleh reward (dari satu sisi).

5.   Agar terbentuk harmonisasi antara masyarakat, pemerintah dan pemilik

modal.

Dalam hal ini bentuk implementasi investasi social yaitu :



1.   Sebagai Bantuan-bantuan yang bersifat charity yang diberikan pengusaha

atau  kelompok  pengusaha  atau  pemilik  modal  kepada  masyarakat  atau

kelompok   masyarakat   dalam   membangun   kegiatan   ekonomi   untuk

menyediakan   kesempatan   kerja   dan   kesempatan   berusaha   sehingga

masyarakat  sasaran  menjadi  lebih  berdaya  dari  segi  ekonomi.  Bentuk

bantuan   tersebut   dapat   terjadi   dengan   sendirinya   karena   kemauan

pengusaha atau, karena adanya tujuan tertentu dari pengusaha atau karena

adanya   dorongan   Qarena   kebijakan   pemerintah).   Kita   tidak   perlu

memperdebatkan tujuan atau misi terselubung dibalik pemberian tersebut,

yang terpenting adalah manfaat dan  dampck positif yang diperoleh  dari

adanya  pemberian  tersebut,  dan  pemilik  modal  atau  pengusaha  tidak

mengharapkan  imbalan  financial  langsung  dari  charity  tersebut.  Peran

pemerintah  sebagai   fasilitator  harus  menggerakkan  dan  mengarahkan

pemilik modal tersebut agar tuj uan pemberdayaan dan kesejahteraan dapat

dicapai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

2.    Corporafe    socja/    respousjb!./I.ty    (CSR)    adalah    salah    satu    bentuk

implementasi  Social  investment yang banyak berkembang dalam  decade

terakhir. CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan

terhadap    masyarakat    atau    kelompok    masyarakat    dengan    tujuan

mengalokasikan  kembali  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  pada

kegiatan    langsung    dalan    bentuk    pemberdayaan    social    ekonomi,

penyediaan  biaya  kegiatan  kemasyarakatan  dan  penyediaan  biaya  untuk

pembangunan  sarana  dan  prasarana yang  belum  disediakan  (atau  untuk



melengkapi sarana dan prasarana yang telah dibangun) pemerintah. Bentuk

CSR  seringkali  kabur  dengan  pemberian  charity  karena  belum  adanya

konsep  yang  jelas  dari  pemerintah  dan  perusahaan.  0leh  karena  itu,

pemerintah  sebagai  fasilitator  harus  mendorong  pemilik  modal  untuk

menyusun  system  dan manajemen  CSR  dengan benar agar manfaat  dan

danpak   positif   yang   dihasilkan   benar-benar   dapat   dinikmati   oleh

masyarakat.

3.   DI+ecf socj.aJ.fimaneJ.ng adalah bentuk pembiayaan yang secara  langsung

dilakukan oleh pemilik modal untuk memberdayakan masyarakat dan atau

penyediaan   sarana   prasarana   pelayanan   public   yang   pada   akhimya

menghasilkan manfaat social€konomi bagi masyarakat dan bagi pemilik

modal. Manfaat scoial ekonomi yang dihasilkan bagi pemilik modal tidak

diperoleh  secara  langsung  dari  investasi  yang  telah  ditanamkan  tetapi

dalam  bentuk dampak  positif dalam  bentuk  positive  image  atau bahkan

manfaat financial karena telah terjadi promosi yang secara tidak langsung

teriadi karena respek dari masyarakat terhadap pemilik modal tersebut.

Menurut  Giddens,  investasi  sosial  bukan  hanya diarahkan  bagi  individu

semata,  tetapi  juga  bagi  komunitas  karena  individu  hidup  di  tengch-tengch

komunitas dan kondisi sosial yang baik akan menjadi falktor pendukung yang kuat

untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.   Dengan  demikian,   investasi  sosial

diarahkan    sebagai    prakondisi    untuk    menunjang    pertumbuhan    ekonomi.



Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diciptakan melalui pengelolaan faktor-faktor

produksi, tetapi juga melalui pemberdayann sosial. 1 1

Meskipun  demikian,   kebijakan  investasi   sosial  pun  dapat  berdanpak

negatif   bila tidak dirancang  dengan  baik  karena  dapat  tetierumus  pada upaya

eksploitasi    sumber    daya    manusia    sebagai    alat    produksi    semata.    Untuk

mencegahnya,  penerapan  kebijakan  investasi  sosial  harus  diorientasikan  pada

penciptaan peluang berusaha yang sama besar bagi tiap warga masyarakat, bukan

sekedar penciptaan lapangan kerja yang punya nilai ekonomis. Artinya, kebijakan

public  harus  digeser dari  semula  berkonsentrasi  pada redistribusi  kesejahteraan

kepada  upaya  mendorong  terciptanya  kesejahteraan.  Ketimbang  memberikan

subsidi  kepada  pelaku  usaha,  pemerintah  mestinya  lebih  berusaha  mendorong

terciptanya kondisi yang membawa dunia usaha agar berinovasi dan para pekeria

agar  lebih  efisien  dalan  perilaku  ekonominya.  Produktifitas  ekonomi  didorong

dan diperkuat dengan menciptakan kondisi stabilitas sosial, sehingga para pekeria

bisa bekeria dengan tenang karena ada jaminan pemeliharaan kesehatan, investasi

dalam dunia pendidikan dan pelatihan, skema kesejahteraan untuk keria (welfare

to work scheme), dan penindakan kejahatan secara tegas.

11  Pembangunan  manusia  berbasis  investasi  sosial.  dalam  buku  Giddens.2003.Jalan  ketiga  dan

kritik-kritiknya.   Edisi   terjemahan,   dari   buku   "The   Third   Way   and   Its   Critiques",
diterbitkan oleh Polity Press, Cambridge,2000. Peneriemah  : Imam Khoiri.  Yogyakarta:
IRcisoD.
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GAnmARAN UMUM oByEK PENELITIAN

A.  Profil Provinsi Maluku Utara

1.1.Gleograf]s

Provinsi  Maluku  Utara merupakan  salah  satu  provinsi  kepulauan

yang  dimekarkan  dari  provinsi  Maluku  Utara  melalui  Undang-undang

Republik  Indonesia  No  46  tahun   1999  tentang  pembentukan  Provinsi

Maluku Utara,  dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Daerah  ini pada

mulanya bekas wilayah  Kesultanan terbesar di  wilayah timur Nusantara

yang di  kenal  dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (kesultanan

empat  gunung  di   Maluku)   masing-masing  adalah  Kesultanan  Bacan,

Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan Temate.

Provinsi   Maluku  Utara  yang   ibukotanya  di   Sofifi  merupakan

daerah kepulaunn yang terletak antara 3°  lintang utara 3°  lintang selatan

dan  124°-129° Bujur timur, yang berbatasan dengan laut pasifik disebelah

utara dan laut Halmahera d sebelah timur. Kepulauan yang terdiri dari 395

pulau  besar  kecil,  sebanyak  64  pulau  yang  dihuni  dan  331  pulau  tidak

dihuni  dengan  luas  wilaych  tercatat  33.321.33  km2  yang  terbesar  diatas

perairan seluns 106.977.322 provinsi ini terdiri menjadi 6 kabupaten dan 2

kota.'2

Pulau yang tergolong relatif besar ialah pulau Halmchera (18.000

km2),  relatif sedang  ialah  pulau  Obi  (3.900  km2)  pulau  Taliabu  (3.195

[2 Temate dalam Angka 2014.



km2),  dan pulau Bacan (2.878  km2),  dan pulau Morotai  (2.325  km2)  dan

pulau-pulau  relatif antara  lain  pulau  Temate,  Tidore,  Makian,  Kayoa,

Gebe, dan sebagainya.  Secara geografis Provinsi Maluku Utara memiliki

batas-batas sebagai berikut :

-     Sebelah Timur Berbatasan dengan Halmahera

-     Sebelah Barat berbatasan dengan laut Maluku

-     Sebelah utara berbatsan dengan laut samudra pasifik

-     Sebelah selatan berbatasan dengan laut seram

Pemerintah Daerah Tingkat I  Provinsi Maluku Utara menaungi  8

daerah  tingkat  11  dengan  6  wilayah  berstatus  Kabupaten  dan  2  wilayah

Kota. Yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan

Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara,  Halmahera Timur,  dan Kota

Temate dan Tidore dan Kecamatan.

Selain iklim maka kompleks geologi provinsi Maluku Utara sangat

erat Hubungannya dengan penyebaran si fat-si fat tanah. Keadaan geologi di

barengi pula dengan proses di bawah kondisi sthu dan curah hujan yang

berfarisi, maka tanah di daerah Maluku Utara bervariasi.

1.2. Kultur Budaya

Provinsi Maluku Utara pada masa sebelum Bangsa-bangsa Eropa

datang  disekitar  abad  ke  _   16  telah  mempunyi  sistem  pemerintahan

Kesultanan yang tentu kehadirannya untuk peranan politik, pemerintahan,

Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya.



Budaya masyarakat Maluku Utara memiliki tata cara/Adat istiadat

yang merupakan identitas kesatuan komonitas tersendiri. Hal ini dapat di

tinjau dari 3 wilayah kultur yaitu :

1.   Wilayah  kultur  Temate,  yang  meliputi  kepulauan  Temate,

Halmahera Utara dan kepulauan Sula.

2.   Wilayah  kultur  Tidore,  yang  mencangkup  kepulauan  Tidore,

dan Halmahera Tengah/Timur.

3.   Wilayah kultur Bacan yang meliputi kepulauan Bacan dan Obi.

Suku  Bangsa  yang  mendiami  darah  Maluku  Utara  antara  lain

berasal  dari bangsa-bangsa   Melanesia den Polenesia terdiri dari kurang

lebih  28  suku Bangsa yang  dapat disebut antara  lain  :  Tobaru,  Wayoli,

Tobelo,  Galela,  Sau,  Modole,  Togutil,  Sawai,  Buli,  Bajo,  dan  lain-lain,

dengan  29  Bahasa  Daerah  yang  memperlihatkan  keanekaragaman  yang

menurut para chli bahasa bahwa untuk wilayah pulau-pulau bagian Barat

Halmahera tidak  termasuk  rumpun  Bahasa  Melayu,  keseluruhan  bahasa

daeich dengan yang lainnya memiliki bchasa yang berbeda-beda.13

8.  Kabupaten Ha]mahera Tengah.

Kabupaten  Halmahera  Tengah  terletak  diantara  0°45'   Lintang

Utara  -0°15'  Lintang  selatan  dan  l27°45'      -129°26  Bujur  Timur.

Batas-batas Kabupaten Halmahera Tengch adalah sebagai berikut :

-     Sebelahutara:

Kabupaten Halmahera Timur

]3  Temate dalam Angka 2014.



-     SebelahTimur:

Provinsi Papua Barat

-     SebelahBarat

Kota Tidore Kepulaunn

-     Sebelah selatan :

Kabupaten Halmahera Selatan

Luas  wilayah kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381, 48 km2

(daratan   2.276,83   km2,   lautan   6.104,65   km2).   sekitar   73%   wilaych

Halmahera Tengah merupakan lautan. Sedangkan 27% lainnya merupakan

daratan.

Sumber  :pemerintah kabupaten Halmahera Tengah,bagian tata pemerintah Setda,tahun

2014.

Ibukota  kabupaten   adalah   Weda.   Secara  administratif,   kabupaten   ini

terbagi  menjadi   10  kecamatan.  Kecanatan-kecamatan  tersebut  terdiri  dari  61

desa/kelurahan dan  I  UPT. Beberapa sungai yang mengaliri wilayah Halmahera



Tengah yaitu Ake  Dote,  Ake  Waleh,  Ake  Sagea,  Ake  Kobe,  Ake  Dolori,  Ake

Dowonto, Ake Lukulanla, dan Ake Foyatobaru. Wilayah Halmahera Tengah juga

memiliki Danau Sagea dan Gunung Liember dengan ketinggian  I.262 in di atas

pemukaan laut yang terletak di kecanatan Weda Utara.14

I.1.Keadaan Iklim

Data yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kulo Jaya, Kecamatan Weda

Tengah  selama taun 2012  menunjukan bahwa suhu tertinggi terjadi  pada bulan

April dan Oktober 36°C. sedangkan sehu terendch yaitu 24°C teriadi pada bulan

a8ustus.

Selana  tahun  2012  teriadi  hujan  dengan  intes  beragam.  Curah  hujan

tertinggi teriadi pada bulan Desember yakni 210 mm3.

1.2. penduduk

Penduduk   merupakan    sumber   daya   yang   potensial    dalam    proses

pembangunan  suatu  bangsa.  Hal  ini  bila jumlch  penduduk  yang  besar  dapat

dikembangkan  sebagai  tenaga keda yang  preduktif sehingga  sebagai  pengelola

sumber   daya    alam.    Nanun    penduduk   yang    besar   dapat    menimbulkan

permasalahan sosial, proses masalah itu sendiri seperti pengangguran, kemisinan

dan  laimya,  apabila potensi  itu  sendiri mendapat perhatian  dan penangan yang

serius.

Jumlah   penduduk  Kabupaten   Halmahera  Tengah   tahun   2013   adalah

45.890 jiwa  yang  tersebar  di  sepuluh  kecanatan.  Secara  keseluruhan,  jumlah

penduduk laki-1aki lebih banyak dari penduduk perumpuan.hal ini teroermin dari

" Temate dalan Angka 2014.



angka rasio jenis kelamin Halmahera Tengah sebesar 105 laki-laki pada setiap 100

perempunn.15

I.3. Ketenaga Kerjaan

Penduduk  Usia  Kerja  OUK)  adalch  penduduk  yang  berumur  15  tahun

keatas yang terdiri dari Angkatan Keria.  Angkatan keria adalah penduduk yang

bekeria   serta   penduduk  yang   sedang   mencari   pekeriaan.   Sedangkan   bukan

Angkatan  kerja  adalah  mereka  yang  bersekolah,  mengurus  rumah  tangga  atau

melakukan kegiatan lairmya.

Berdasackan   Survei   Angkatan   Keria   Nasional   (SAKERNAS)   2013,

penduduk  usia  kerja  di  Kabupaten  Halmahera  Tengah  beriumlah  28.261  jiwa.

Dari selumh penduduk usia keria, yang termasuk an9katan keria beriumlah 16.721

j iwa atau 59,17%.

15 Halmchera Tengah dalam An8ka 2014.



Dari seluruh angkatan keria yang beriumlah 16.721 jiwa, tercatat sebanyak

I.312 yang di klasifikasikan sebagai pengangguran.  Pengangguran adalah mereka

yang  sedang  mencari  pekeriaan,  mereka  yang  sedang  mempersiapkan  usaha,

mereka yang tidak mencari pekeriaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan

pekeriaan,  dan  mereka  yang  sudah  mempunyai  pekeriaan  tetapi  belum  mulai

bekeria.

I.4.Perindustrian

Kontribusi   sektor  industry  pada  perckonomian  Kabupaten  Halmchera

Tengah masih kecil.

Banyaknya Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Investasi menurut Kecamatan

di Kabupaten Halmahera Tengah, 2013. Tabel I.

No Kecanatan Perusahan Tenaga Kerja Investasi

1. Weda 23 50 143.750

2. Weda Selatan 9 15 54.000

3. Weda Utara 8 10 48.000

4. Weda Tengah 2 8 12.500

5. Weda Timur

6. Pulau Gebe 2 10 14.000

7. Patani 4 20 24.000

8. Patani Utara 5 25 20.000

9. Patani Barat 2 10 12.000

10. PataniTimur

Halmahera Tengah 55 148 328.250

Suniber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Halmchcra Tengah.



C.   PT. Weda Bay Nike]

1.I.Prorll

Dalam    semangat   otonomi   daerah   demi   peningkatan   pembangunan

nasional.  Pemerintah  Daerah telah mengalakan  investasi  dalam  berbagai  sektor

termasuk didalamnya yaitu penanaman modal asing dalam bidang pertambangan

umum.  Sejalan dengan kebijakan diatas Pada tahun  1996  perusahaan PT  Weda

Bay   Nikel   mulai   bekeria,   dengan   pra-survei   tentang   mineral.   Pemerintah

menertibkan kontrak karya yang ditanda tangani pada tahun 1998, pengembangan

cadangan bijih besi  dimulai pada tahun 2001,  tahap pra-kelayakan berlangsung

dari  September 2007 hingga maret 2009,  den kini berada pada tahap kelayakan

Penuh untuk hawk.16

-     Mendukung pemhangunan masyarakat setempat.

Proyek  WBN  mendukung  prograni  pembangunan  daerah  di  21  desa  di

dekat   proyek,   berdasarkan   pendidikan,   kesehatan,   pengembangan   kegiatan

ekonomi   lokal   dan   inisiatif   lingkungan   dan   budaya,    serta   pembangunan

infrastruktur  lokal.  Selain  itu,  pada Januari  2010,  ERARET telah menciptakan

fondasi Saloi, yang mempromosikan kemitraan dengan organisasi nonpemerintah

atau badan publik atau swasta yang terlibat dalan pengembangan wilayah.

16 PT AECOM Indonesia, "The land preparation for construction (LPC) Project: Environmental

Sceial and Health Impact Assessment" (Jakarta: PT Weda Bay Nickel, 2013), halanan 15; website
perusahaan PT Weda Bay Nickel, http:// www.wedabaynickel.com/ en/a-world-class-
project/history/, diakses 15 september 2013.



I.2. Tahapan Perkembangan PT Weda Bay Nickel.

Tahapan kunci proyek PT Weda Bay Nickel di masa mendatang tercantum

sebagai berikut :

a.   Tahapan kelayakan Bank dan Eksplorasi :

Tchap  ini  termasuk  eksplorasi  geografis  dan  tahap  pra-konstruksi  dan

kegiatan   pra-produksi   yang   berkaitan   dengan   proyek.   Perolehan   izin   yang

diperlukan  dan  pengambilalihan  serta  persiapan  lahan  untuk  proyek  konstruksi

terinasuk dalam tahapan  ini,  informasi tahapan ini di  sediakan bagi bank untuk

membantu penganbilan keputusan terkait bank.

b.   Persiapan lahan untuk proyek konstruksi

Tahapan  ini  merupakan  bagian  dari  tahapan  eksplorasi  dan  kelayckan.

Peruschani telch menggali lahan ini Karena di lokasi inilah sebagian besar lahan

dimana   PT   Weda   Bay   Nickel   berencana   membangun   infrastruktur   yang

mengandung  nickel  dan  kobalt.  Langkah  ini  dilaksanakan  sebagai  persiapan

cadangan biji besi di saat pabrik pemrosesan telch di bangun dan siap beroperasi.

Proyek ini meliputi pengambilan bijih besi, pembangunan fasilitas,  penimbunan

bijih besi, aktivitas ekspor bijih besi, konstruksi dan penggunaan jalan-jalan dan

transportasi  alat  berat,  dan penambangan batu  kapur dan agregat  di  dua  lokasi

penanbangan.



PT Weda Bay Nickel mengatakan bahwa mereka melakukan kegiatan

penanlbangan  ini  pada  tahap  eksporasi  dan  kelayakan  supaya  bisa  memenuhi

permintaan  pemerintah  lokal  dan  para  pemangku  kepentingan  untuk  mulainya

proyek.  0leh  karena  itu,  kontrak  karyanya  PT  Weda  Bay  Nickel  memiliki

kewajiban   terkait   tenaga   keria   dan   pelatihan   bagi   masyarakat   Indonesia.

Perusahaan  telah  menyediakan  estimasi  yang  beragam  untuk  memperkirakan

jumlah tenaga keria. Angka dalan dokumen public bervariasi dari 2,300 sampai

3,500  orang,  perusahaan  memperkirakan  65% tenaga kelja  adalah  orang  lokal.

L7Tchap persiapan lchan untuk konstruksi telah berdanpak pada lingkungan desa

sawai  dengan  adanya  penggalian  dalam  jarak  hanya  beberapa  kilometer  dari

pemukiman,   meningkatnya   pergerakan   alat   berat   di  jalan   dan   seterusnya.

Kesepakatan  kompensasi  dengan  penduduk  desa juga  meliputi  lahan  budidaya

mereka di hutan.

a.   Talap I Konstruksi.

Tahap  konstruksi  proyek  akan  dimulai  ketika  sudah  ada  keputusan

tentang  investasi  akhir,  dan  proses  ini  diperkirakan  membutuhkan

waktu  4  tahun.  Tahap  pertama  konstruksi  akan  diikuti  oleh  pabrik

pemrosesan, pengambilan,  dan pemrosesan bijih besi. Tahap ini akan

mengharuskan produksi 35.000 ton nickel per tahun.

b.   Tahap ll Konstruksi.

Tahap  ini  akan  memerlukan  tambahan  kapasitas  35,000  ton  setelah

tahap  pertama  konstruksi,  di  mana  pabrik  sudah  dapat  beroperasi

17 PT AECOM Indonesia, 'The land preparation for construction (LPC) project: Environmental

Scoial and Health Impact Assessment".



secara optimal. Menurut PT Weda Bay Nickel "pada kapasitas penuh

setelah tahap kedua, pabrik ini di rancang untuk menangani sekitar 4,5

juta ton bijih besi kering per hari, memproduksi iebih dari 65-,000 ton

nikel dan 4000 ton kobalt.

EHSIA untuk tahap konstruksi belum diterbitkan, sehingga mustahil untuk

mengantisipasi dampak   tahap ini pada masyarckat. Meskipun begitu, kita dapat

berasumsi  bahwa  akan  ada  lebih  banyak  pengambilalihan  lchan,  terutama  di

wilaych lahan adat orang tobelo dalam (tobelo hutan), lebih banyak lagi kerusakan

lingkungan  dari  pembabatan  hutan  dan  penggaiian.  Waiaupun  PT  Veda  Bay

Nickel   telah   berianji   akan   menghijaukan   kembali   wilayah   yang   telah   di

kosongkan,  periode  dinana tedadi  pembabatan hutan  dan  peltambangan  tetap

berdanpak besar.

I    Gambar Ill.  Pemaparan  Direktur Weda  Bay Nickel  tentang

perkembangan perusahaan,.



Tabel 11. Ringkasan Tanggal Penting Perkembangan Proyek.

TANGGALPENTING PERISTIWA

1998 19 januari Penandatanganan Kontrak Karya oleh PT Weda Bay Nickel
berdasackan    ketctapan    Presiden    No.    B.53AIRESS/1/1998.Wilaych
kontrck karya awal sebanyak 120,500 hektar.

2004 PT  Weda  Bay  Nickel  menerima  pembebasan,berdasarkan  ketetapan
presiden,  dari  undang-undang No  41  (1999)  sehingga PT  Weda Bay
Nickel  dapat  melaksanakan  pertambangan  terbuka  di  daerah  hutan
lindung sampai habisnya nasa berlaku kontrck karya.

2006 ERAhffT menjadi pemegang schani utama PT Weda Bay Nickel.
2008 • persi.apan AMDAL.

. Audit perusahaan periama untuk lin8kungan,kesehatan dan keamanan
yang dipimpin oleh  ERAMET.  Audit ini mengidentifikasi kelemahan
AMDAL, dan kesenjangan antara AMDAL, dan persyaratan ERAMET
untuk studi  kelayakan bank Iiiterfiasional  bagi  keloffipok batik duhia.
Audit  ini  di  gunakan  sebagai  dasar  untuk  menentukan  jangkauan
program ESHIA.

2009 . AroAL disetujui oleh Pemerintch Indonesia.
. Mitsubishi Corporation setuju untuk menjedi pemilik 33.4 % standar
mineral (Indonesia) dari pte Ltd dari ERARET.
.proses    kompensasi     lahan    beserta    kousultasi    dengan    pejabat
Pemerintah,melibatkan Kousultasi.



I.3.Peta Lohasi Pertambangan PT Weda Bay Nickel.

I    Gamhar Iv. Lokasi pertambangan.
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1.4.Masyarakat Adat Sawai

Masyarakat adat sawai adalah salah satu suku yang berada di Kabupaten

H-aimahera iengah irovinsi M-aluku U-tara, yang bemukim di desa Leiiief woya

bulen, Lelilef sawai, Gemaf, Sagea, Kobe,  Sidangan, Wale, dan Messa. Populasi

suku sawai ini diperkirakan tidak iebih dari 10.000 orang.

Ruinah suku Sawai biasanya terbuat dari papan kayu dan beratap anyaman

daun sagu. Pemukinan suku Sawai sangat sederhana, berada agak terpencii, dan

sepertinya  tidak  mendapat  perhatian  drri  pemerintah  daerah  setempat.  Bahkan

wiiayah tanah adat suku Sawai terancam oieh perusahaan besar yang bergerak di

pertambangan  nikel,  yang  sudah mematok tanah ribuan hektare  di  desa Lelilef

Woya  Bulen,  Sagea  dan  desa  demaf.   Gergaji  pohon  (Chainshaw)  membabat

pohon-pohon yang telah ditanam oleh masyarakat suku Sawai selana bertahun-

tahun,  seperti kelapa, pala,  dan cengkeh, hingga pisang,  ubi kayu,  dan ubi jalar

karena  Buldozer  dan  truk-truk   ini   harus   mengeruk  dan  mengangkut  tanah,
d,-I?f

berwama merah yang mengandung nikel.

Bagi Masyarakat suku Sawai,  ancanian limbah dari perusahaan be

juga menimpa lokasi wisata Telaga Lagaelol di Desa Sagea. Telaga berair

itu menyimpan ikan bandeng, kepiting, dan beberapa jenis ikan lairmya yang bisa

menjadi suniber rezeki masyarakat jika sedang datang musim gelombang pasang,

biasanya selama tiga bulan.  Kehadiran perusahaan besar ini  sangat mengancam

kehidupan suku Sawai. IIal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah

atau pusat.  Apabila hal  ini dibiarkan maka suku  Sawai akan kehilangan tempat

permukiman, bahkan kehilangan sumber mata pencarian hasil hutan dan hasil laut.



iidak  diketahui  apakah  dalan  masyarakat  suku  Sawai  masih  memiliki

bahasa  asli  mereka,  karena  saat  ini  suku  Sawai  berkomunikasi  dalam  bahasa

Melayu  Maluku  Utara,  yang  nana  bahasa  Melayu  Maiuku  Utara  ini  menjadi

bahasa  pengantar  hanpir  di  selurLin  wilayah  provinsi  Maluku  Utara.  Menumt

mereka,  dahulunya  mereka  memiiiki  bahasa  asli  yang  mereka  sebut  sebagai

bahasa Sawai, kemungkinan hanya tinggal orang-orang tua yang telah lanjut usia

yang masih menguasai bahasa Sawai.  Sedangkan bchasa Melayu Maiuku -Utara,

diperkirakan dibawa oleh orangrorang dari Kesultanan Temate, yang pada masa

lalu sempat menguasai wilayah mereka ini.

Suku   Sawai   termasuk  lan8ka  di   dunia,   dan  memiliki   kearifan   lokal

fagogoru sebagai perwujudan dari kasih  sayang,  silaturahmi,  serta budaya malu

dan bermoral.  Untuk  itu,  mereka clan  sekuat tenaga berusaha tidak melakukan

kekeiasan  dalam  memprotes  kehadiran tambang  nikel,  kecunli jika  sudah  tidak

ada lagi jalan lain.

Masyarakat suku Sawai sebagian besar memeluk agana Kristen, dan ada

juga  yang  memeluk  agama  Islam.  Walaupun  dchulu  mereka  adalah  pemeluk

agama  tradisional  seperti  animisme  dan  dinanisme,  tetapi  sejak  kedatangan

misionaris dari belanda, yang memperkenalkan agama Kristen kedalam kehidupan

masyarakat suku Sawai yang pada dasamya pengamal animisme dan dinaniisme,

menerima   kchadiran   agama   Kristen   dengan   baik   dalani   kalangan   mereka,

sebagian  kecil  dari  mereka  masih  mempertahankan  agana  tradisional  mereka.

Sedangkan agama Islam disebarkan oleh orang-orang dari Kesultanan Temate.



Masyarakat  suku  Sawai  sangat  ramah  terhadap  siapapun  mereka juga

menerima    dengan   terbuka    setiap    orang   yang    singgah    dan    berhenti    di

perkanpungan  mereka.  jlanpir  selunh  masyarckat  suku  Sawai  hidup  sebagai

petani.  Pohon kelapa den pala menjadi andalan penghidupan mereka.  Selain itu

mereka juga pergi melaut untuk mencari ikan di perairan desa Lelilef W-oya Bulen

dan desa Kobe.

I.5.Profil Konflik Agraria

Sejck  masuknya  PT  Weda  Bay  Nickel  pada  tahun   1996,  pemerintah

membunt  kontrak  karya  dengan  perusahaan  tanpa  meiibatkan  masyarakat  adat

sehingga  hak-hak  masyarakat  adatpun  terampas.  Pada  tahun  1999,  perusahaan

sudch  berkonflik  dengan  masyarakat  adat.  Konflik  ini  teriadi  dibeberapa  desa

diantaranya  desa Gemaf,  Kobe,  Sagea,  Lelilef dan  Tobelo  dalam.  Tidak hanya

perampasan  lahan,  beberapa  desa  terancam  di  relokasi  karena wilayah  mereka

masuk dalani konsesi tambang.

Warga  melakukan  protes  tetapi  Pemerintah  maupun  Perusahaan  seakan

tidck mendengar. Konflik mulai memanas pada tahun 2012,  sejak saat itu warga

membahar  alat-alat  perusahann  kemudian  ditangkap  dan  dimasukan  ke  dalam

penjara karena pada saat itu, perusahaan menggunakan polisi, tentara, kejaksaan

dan polisi hutan,  untuk men8kapling sepihak wilayal yang menjadi perkebunan

masyarakat  adat.  Papa  aparat  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  pexpanjangan

tangan perusahaan  ini menakut-nakuti masyarakat dengan pasal-pasal yang bisa

mempidanakan  mereka.  Misalnya,  warga  tidak  boleh  masuk  hutan,  dibacakan

aturan  terkait  itu  kemudian  Wargapun  menjadi  takut  ke  hutan  karena  takut



tertangkap.  Padahal,  sejak  dulu  kala,  hutan  adalah  tempat  bergantung  hidup

masyarakat  adat  ini.  Tin  itu juga mendatangi  lahan-lahan  warga  dan  meminta

masyarakat keluar. M-ereka memasang po/7.ce ;j.ne agar warga tidck masuk dan jtu

juga teriadi dilahan adat Suku Sawai pada tahun 2013.

Dalam  rangka membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar

tanbang,  PT.  Weda  Bay  Nickel  menggelar pwb/i.c  meg/j.#g  di  beberapa  desa

lingkar tanbang.Pada taliun 2014 ini, PT Weda Bay Nickel mengadakan kegiatan

ini  seperti  sebelumnya  yaitu  di  15  desa  di  Halmahera  Tengah  den  6  desa  di

Halmahera Timur. Peserta public meeting ini pun sangat beragam seperti aparat

desa, tokoh pemuda, pemuka agama dan ibu rumah tangga. Pada p"a/7.c meg/z.»g

kali  ini,  dihadiri  oleh  356  orang  di  Halmchera Tengch,  dan  141  di  Halmchera

Timur.

P"A/7.c  meeff.rzg  selalu  diawali  dengan  pemaparan tentang kondisi  terkini

yang  sedang  dihadapi  dan  fokus  kegiatan  perusahaan  kedepamya.  Setelah  itu

dilanjutkan  dengan  sesi  tanya jawab  yang  mana  peserta p#b/i.c  nee/;.ng  dapat

melontarkan pertanyaan terkait dengan kegiatan WBN dan kemudian ditanggapi

secara langsung oleh fasilitator WBN.  Melalui sesi tanya jawab ini, masyarakat

dapat menerina inforlnasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam

public  meeting  kali  ini,  masyarakat  memperoleh  informasi  penting  mengenai

status  perusahaan  yang  sedang  menghadapi  renegosiasi  kontrak  karya  dengan

pemerintah.  Fasilitator  WBN juga  menjelaskan  ke  masyarakat   tentang  situasi

terkini dan tindekan yang harus dianbil oleh perusahann.



i"A/j.c mee/i.»g adalah kegiatan rutin WBN yang dilaksanakan  sebanyak

dun kali dalani setahun. Selain membina hubungan yang baik dengan masyarakat

sekitar tanbang, p„b;i.c naeeff.ng ini j uga bertuj uar agar masyarakat mendapatkan

informasi mengenai program dan perencanaan perusahaan.



BAR IV

pEueAHASAN DAN HAslL PENELITIAN

A.  Latar belakang Konflik Agraria antara PT Weda Bay Nickel dengan

Masyckat Adat Sawai.

Hubungan   intemasionai   kontemporer   ini,   seiain   men9kaji   hubungan

politik,    juga    mencangkup    sekelompok    kajian    lainnya    seperti    tentang

interdependensi perekonomian, perusahaan transnasionai, hak-hak asasi manusia,

organisasi-organisasi   dan   leb?ga   swadaya   masyarakat   a,SM)   intemasional,

ling]cungan    hidup,    gender,    dan    lain    sebagainya.18    Berbagai    perusahaan

multinasional  Q4NC)  telah  bergerak  serentak  membentuk  jaringan  ekonomi

raksasa  yang  menghubun8kan  berbagai  pemerintahan  lokal  di  negara-meg

diberbagai benua di dunia. Sehingga peran aktif pemerintah iokai daiam aktivj

keriasama tersebut sangat di butuhkan.

Di  Indonesia  otonomi  daerah  yang  secara  yuridis  dipertegas  dengan

Undang-undang No 32 tahun 2004 Pemerintah Pusat memberikan kebebasan yang

iebih luns kepada Daerah untuk menentukan nasipnya sendiri daiam mewujudkan

pembangunan   ekonomi   yang   merata   dan   menciptakan   kesejahteraan   bagi

masyarakat di daerahnya.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi

Daerah, Gubemur Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keputusan Nomor

24  tahun  2004  tentang  tugas  dan  badan  kordinasi  penananan  modal  daerah

18 T. May Rudy, S.H., MIR„ M.Sc, Z7#dr#gr# /"emcLsj.oma/ Ko#Jemporer dan masalch-masalch

Global: Isu, Konsep, tcori dan paradigm.Refika Aditana, Bandung, 2003. Hal.3



(BKPMD)   Maluku   Utara   diberikan   kewenangan   untuk   mengurusi   kegiatan

investasi,  seperti  investasi  nasional  maupun  investasi  asing  di  Privinsi  Maluku

Utara.19  Keputusan  Gubemur  tersebut  memberikan  kewenangan  kepada  badan

kordinasi penanaman modal daerah OKPMD) untuk menj alankan penananan dan

pelayanan terhadap para  investor asing  di  daerah  Maluku Utara  sebagai tujuan

Investasi daiam rangka pengembangan pembangunan daerah.

Sektor pertanbangan  menjadi  salch  satu  diantaranya.  Namun  hasil  dari

pertanbangan  ini  menyebabkan masaiah yaitu  adanya konfiik agraria.  Konfiik-

konflik agraria yang selama ini tumbuh merebak diberbagai daerah sesungguhnya

tidak  hanya   merupakan  akibat  dari  presepsi  mengenai  hak  dalam  penguasaan

pemilikan atas sumber-sumber agraria disatu wilaych antara pemerintah dengan

rakyat.  Seringkali didalam penangan  sengketa agraria,  aspek hukum atau bukti-

bukti legal selalu menjadi acuan bagi kedun pihak. Akibatnya rakyat yang ditinjau

dari   segi   hukum   lemah   dalam   bukti-bukti   kepemilikan   selalu   kalah   atau

dikalahkan dalam setiap gugatan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.

Salah  satu  akar  penyebab  dari  selunh  konflik  agraria  yang  terjadi  di

sepanjang  pemerintahan  adalah  terletak  pada  pilihan  paradigma  dan  strategi

pembangunan yang berorientasi pada perfumbuhan ekonomi. Paradigma ini tidak

hanya menciptakan konflik agraria tapi lebih dari itu menciptakan kemiskinan dan

kesenjangan sosial di pedesaan.

'9 Tbrm srwhnd, 20cO, Dampak Keberadaan PT.Nusa Halmahera Minerals prHro Terhadap

TingkatKesejahtercarlMasyarakatDiDesaToboboKqbupq_e_n__H_4prgherqutT_a`P.rpriusi
A/a/"fu U/arc, Program Studi Ilmu Hubungan lntemasional FISIP Universitas 45 Makassar, hal
68.



I.   Latar be]akang konflik.

konflik ini bermula ketika penandatangan kontrak karya antara Pemerintah

setempat  dengan  Perusahann  tidak  meiibatkan  masyarakat  sehingga  hak-hck

masyarakat Adatpun terampas, Bukan itu saja beberapa desa terancani direlokasi

karena  wiiayahnya   masuk   daiam   konsesi   perusahaan   Dan   kini   perusahaan

langsung  masuk  saja  tanpa  bicara  atau  ada  kesepakatan  dengan  warga  karena

mereka memiliki izin dari pemerintah. Konfiik mulai memanas pada tahun 2012,

sejck  saat  itu  warga  membakar  alat-alat  perusahaan  kemudian  ditangkap  dan

dimasukan  ke  dalan  penjara  karena  pada  saat  itu,  perusahaan  menggunakan

polisi,  tentara,  kejaksaan  dan  polisi  hutan,  untuk  mengkapling  sepihak wilayah

yang menjadi perkebunan masyarakat adat.

Ada rencana sistematis oleh perusahaan untuk menguasai wilayah kedua

suku  ini  dan  mengusir  perlahan-lahan  masyarakat  adat  agar jauh  dari  wilaych

tersebut.   Mereka  juga  ingin  pemerintah  segera  memberikan  pengakuan  atas

wilayah adat suku Tobelo Dalam dan Suku Sawai atas wilayah adat yang dianbil

oleh  perusahaan  tersebut  untuk  menjalankan  putusan  MK  Nomor  35  muu-

X/2012 tentang kehutanan, bahwa Hutan Adat Bukan Hutan Negara.

Salah satu warga desa lelilef sawai Y 8  mengatakan sudah terdapat tanah

warga  yang  diratakan  oleh  perusahaan  pada  hal  tanah  itu  belum  dibebaskan.

Menurutnya,   sudah   ada   beberapa   warga   yang   tanahnya   diambil   alih   oleh

perusahaan tanpa ganti rugi. Beliau juga melanjutkan bahwa PT Weda Bay Nickel

akan  membangun  pabrik  untuk  melakukan  pengolahan  serta  eksplorasi  diatas

lahan adat milik warga kedua desa itu tetapi nominal ganti rugi yang ditawarkan



harganya terialu  murah.  Pria  yang  pemah  bekerja  di  PT  Weda  Bay  Nickel  itu

mengatakan sebagian warga menerima penawaran itu, sebagian lagi menolak dan

menuntut  ganti  rugi.20  Tuntutan  tersebut  sudah  disuaralran  oleh  warga  dikedua

desa itu sejak tahun 2009 namun tidak ditanggapi dengan baik oleh PT Weda Bay

Nickel dan pemerintah daerah setempat. Bahkan kata bapak "Y 8 sejunlch aparat

desa   teriihat   berpihak   kepada   PT   Weda   Bay   Nickel   ketimbang   membeia

warganya.  Ditambah  lagi  Bupati  Halmahera Tengah    selalu  mengklaim  bahwa

iahan yang  seiama ini digunakan warga adalah tanah negara.  Padahai tanah  itu

tanah leluhur, tanah nenek moyang kami, tanah adat, kata "Y 8.

2.   Sumber penyehab terjadinya konflik.

Sumber  penyebab  teriadinya  konflik  pertanahan  pada  semua  wilayah

peneiitian teridentifikasi bersumber dari tidal tereapainya kesepakatan niiai ganti

rugi  tanah  yang   dianggap  terlalu  rendah,   serta  tidak  dihormatinya  hak-hak

masyarakat adat atas tanah adat. Terjadi perbedaan persepsi terhadap status tanah,

dimana  masyarakat  menganggap  itu  adalah  milik  masyarakat  adat,  sementara

perusahaan  menolak  dengan  alasan  tanah  negara.  Tetapi  itu  semua,  Hubungan

antara PT Weda Bay Nickel  dengan Masyarakat diketiga desa sawai bervariasi.

Mayoritas  keluarga  telah  menerima  kompensasi  dan  sekarang  mengharapkan

kesempatan keria dan prograln tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Weda

Bay Nickel. Hal ini didukung dan disebarlunskan oleh para pendukung proyek di

tingkat daerah, Provinsi dan Pusat dan menjadi faktor pendorong penduduk untuk

mendatangani kesepakatan dengan PT Weda Bay Nickel dan mendukung proyek.

2° Hasil Wawancara dengan masyarakat lelilef sawai, pada tanggal 14 Februari 2015



Tetapi menurut kepala desa sawai dan kepala desa lelilef woya bulen mengatakan

bahwa masih ada lahan masyarakat sekitar 66 KK yang belum terbayar   dan itu

belum di lunasi sampai sekarang.21 Pemerintah setempat sudah pemah memediasi

antara Pihak Masyarakat Adat dengan PT Weda Bay Nickel tetapi masih belum

menemukan  jalan  keluamya  untuk  mengatasi  konflik  tersebut  mengingat  PT

Weda  Bay  Nickel  ini  "mandet"  selana  2  tahun.  Sebagian  masyarakat    sudah

mendatangani  kesepakatan  dibawah  pemukaan  tetapi  masih  ada  ketegangan

antara perusahaan dengan masyarakat.

8.   Dampak Investasi PT Weda Bay Nickel Terhadap Masyarakat Adat

Sawai.

Proyek PT Weda Bay Nickel akan teriadi secara bertahap, dengan tahapan

yang berbeda menghasilkan dampak yang berbeda pada masyarakat yang berbeda.

Untuk memenuhi regulasi baik dari pemerintah Indonesia dan juga pemberi dana,

khususnya Multilateral  Investment  Guarantee  Ageney  ¢MLGA;), ~YF  Weda Bay

Nickel harus melengkapi dan menerbitkan sejumlah besar studi.

I.   Dampak lnvestasi pada Masyarakat Adat.

Ketentuan ini diuraikan pada tabel 1. Studi dan penilaian ini adalah aspek

penting penilaian danpak proyek pada masyarakat terdampak.

Tabe] Ill. Peni]aian dampak yang diperlukan.

STUDI DIPERLUKAN 0LEH RELIPUTI STATUS

AroAL Pemerintah Indonesia Dampak    Lingkungan     dan Disetuj ui            Juni
sosial yang terbatas 2cO9.

Studi         Kelayakan Investor Indikator  ekonomi,  biaya Belun diterbitkan
Bank. dan        resiko        proyek,

2a Hasil wawancara dengan kepala desa lelilef sawai dan woya bulen, pada tanggal 15 febmari

2015



termasuk sosial,kesehatan,biaya,danesikolingkungan.EHSIAyangdiuraikandibawahmerupakanbngian-bagaindaristudikelayakanBank.

in,,

ESIA(Envirormental Investor                  yang Tahap      eksplorasi      dan

r

and    social    Impact mematuhi           standar kelayakan:      dan      tahap
Assessment- Kineda      IFC       atau pertana             konstruksi.
penilaian       danpck priusip   equator   yang Menurut   PT   Weda  Bay
lingkungan. disiapkan              untuk Nickel,"studi     ESIA     ini

NIGA. merupakan     versi     yanglebihfokus,lebihmajudanlebihsingkatdariBFSEnvironmentalandSocialHealthImpactAssessment(EHSIA-Penilaiandampaklingkungan,sosialdankesehatan),untukujianpra-ujianapakahWBProjectbisamemenuhiprinsipequator/standar

kinep.a    lingkungan    danprosespembersihansosial.ESIAtidakpemahdianggapsehagaipenggantiESHAyang1engkap.EHSIAsedangdilaksanakansaatinidan

detailnya   ada   di   bawahini.22

LPC   EHSIA   (land Investoryang Danpaklingivgan, Selesaipada
preparation            for mematuhi           standar sosial  dan  ekonomi,  dari November       2012
Construction  project kinerja       IFC       atau persiapan     lahan     untuk dan bisa diakses di
Envirormental,social prinsip equator. proyek konstruksi, hingga website MIGA.
and   Health   ImpactAssessment-persiapanlchanuntukproyekkonstruksipenilaiandanpakdanpak1ingkungan,sosialdankesehatan).23 januari2012.

22 CAO Ombudsman, "Ombudsman Assessment xport, Complaint Regarding the MIGA PT Weda

Bay Nickel Project (8113), Halmahera Island, North Maluku, Indonesia," (Washington DC,:
Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO), 2011), halaman 9.
23 EHSIA adalch penilaian dampak yang lebih detil dibandingkan AMDAL. EHSIA merupakan

syarat bagi proyek yang didukung oleh IFC, NIGA dan pemberi dana yang telch mendaftatlcan diri
pada prinsip Equator, kerangka kerja manajemen resiko kredit unutk menentukan, menilai, dan
mengatur resiko sosial dan lingkungan dalam transaksi proyek keuangan.



EHSIA          lengkap Investor yng memetuhi Danpak Dinulai pada tahun
(envirormental, standar    kineria    IFC lingkungan,sosial,ekonomi 2009,belun
social,    and    Health atau priusip equator. proyek. diterbitkan.menurut
Impact   Assessment- PT      Weda     Bay
penilaian       danpck Nikel,  akan  selesai
lingkungan,       sosialdankesehatan) pada awal 2012,

Tanggungjawab     sosial     perusahaan     merupakan     kepedulian     untuk

menjalankan    operasi    terhadap    masyarakat   dan    kelompok-kelompok   yang

beroperasi dibawah ruang lingkupnya. Ada kemungkinan bahwa efeknya mungkin

positif atau negatif. Akibatnya, cara¢ara yang dilakukan perusahaan pasti akan

mempengaruhi    kesejchteraan    masyarakat    setempat    dan    pada    akhimya,

mempengaruhi bisnisnya. Kontribusi perusahaan harus terwakili dengan cara yang

menunjukan rasa hormat terhadap hak-hak anggota masyarakat, dalan mengambil

keputusan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sekitar.

Terdapat beberapa desa yang masuk dalan konsesi tanbang salah satunya

yaitu desa sagea yang terletak disebelah timur proyek alkan sangat terkena dampck

terkait dengan ketersediaan air dan kondisi lingkungan umumnya. Tetapi dibalik

itu  semua,  PT  Weda  Bay  Nickel  ini  melakukan  berbagai  keljasama  dengan

masyarakat  lingkar  tambang  dengan  membentuk  beberapa  LSM  yang  salah

satunya  adalahYayasan   Saloi,   dengan   melakukan  kegiatan-kegiatan      seperti

melestarikan budaya melalui Bahasa karena di Halmahera Tengah bahasa Sawai

sudch    mulai   jarang    digunakan    oleh    generasi    muda.    Yayasan    saloi    ini

menyelenggarakan Seminar yang bertemakan "Memahani rilai-nilai Leluhur dari

Tradisi   dan  Budaya   Sawai   melalui   Upaya  Memelihara  Bahasa   Sawai  bagi

Pendidikan   Remaja",   salah   satu   bentuk   inisiatif  kebudayaan   dan   program



lingkungan adalah dengan meluncurkan buku Sawai dan sekaligus bekeria sama

dengan FKIP Universitas Khairun Temate untuk menerbitkan 4 buku mengenai

sejarah Sawai, mitologi, dan bahasanya dengan maksud  memperkenalkan kepada

masyarakat luas baik di tingkat Nasional maupun Intemasional. Dan juga yayasan

saloi ini menggelarkan Festival budaya sawai yang dihadiri langsung oleh ketua

DPRI), Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, General Manager Departemen

CSR,  Depatemen  external  Relations  mewakili  PT  Weda  Bay  Nickel,  serta

beberapa LSM lairmya.

PT  Weda  Bay  Nickel  melalui  Yayasan  saloi  juga  memberikan  donasi

untuk Pendidikan dan Kesehatan di Kota Temate maupun kabupaten Halmahera

tengal  itu sendiri,  yayasan  saloi memberihan dukungan kepada Koperasi  Serba

Uscha  acsu)  Sumber  Rejeki  yang  menjual  produk  lokal  kepada  perusahaan

katering Weda Bay Nickel di Tanjung Ulie, Halmahera Tengah. Yayasan ini juga

memberikan  bantun   kepada  koperasi   untuk  memastikan   hasil   produksinya

berkualitas baik dan berkelanjutan agar meningkatkan usaha koperasi.  Koperasi

serba  usaha  qsu)  Sumber  Rejeki  terbentuk  pada  tahun  2012  dengan  tujuan

untuk memasarkan produk hasil pertanian seperti sayur mayur, padi dan kompos

yang  diproduksi  oleh  beberapa  kelompok  swadaya  masyarakat  (KSM)  di  desa

Woekop, -Woejarana dan Kulo Jaya. Koperasi tersebut membantu menjunl produk

ke  beberapa  peruschaan  di  sekitar  desa,  seperti  perusahaan  penyedia  katering

Weda Bay -Nickel.



2.   Kerjasana PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Me]alui

Dana CSR.

Aktivitas  ini  merupakan  salah  satu  prograin  CSR  Weda  Bay  Nickel

melalui  Commw#i.ty  I;.ve/i.hood Empowerme#f  Program  (CLEP)  yang  dimulai

sejak tahun 2011.  Program  CLEP telah mendorong terbentuknya  10  Kelompok

Swadaya Masyarakat acsM) dimana, 6 diantaranya, hasil produknya dipasarkan

oleh  Kelompok  Serba  Usaha  (KSU).  Tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk

membuka peluang keria sama yang saling menguntungkan bagi masyarakat desa

Lingkar Kontrak Karya Weda Bay Nickel.

Menurut kepala Iiesa Lelilef  Woya Bulen bapak A.S.T dan kepala desa

lelilef Sawai   bapak F.A juga mengatakan bahwa sebelum masuknya Pr Weda

Bay  Nickel  ini  perekonomian  masyarakat  di  lingkar  tanbang  ini  kurang  baik

dimana rumah-rumah warga masih menggunakan  apapan,  akan tetapi  semenjak

masuknya   perusahaan   ini   kondisi   perekonomi   masyarakat   bisa   di   bilang

membaik.24

PT  Weda  Bay  Nickel  telah  menunjukan  dedikasi  yang  besar  dalam

semaksimal  mungkin  menjaga  lingkungan,   perusahaan  clan  mempercayakan

pembangunan jalan, konstruksi, aktifitas pembukaan lahan kepada kontraktor dan

sub-kontraktor.  Perusahaan  perlu  memastikan  agar  kerusakan  yang  seminimal

24 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lelilef Sawai dan Lelilef Woya Bulen, pada tanggal 15

Ferbruari 2015.



mungkin bagi hutan (membiarkan sebanyak mungkin pohon tetap berdiri), karena

hal  ini  dapat mengurangi  erosi  dan  memudahkan  pemulihan  dimasa  depan.  PT

Weda Bay Nickel  berkomitmen  untuk mengalokasikan  dana yang  cukup  untuk

aktifitas   pemantauan   dan   memastikan   agar   kontraktor   mematuhi   panduan

lingkungan yang tegas selama jalarmya proyek.

Proyek  akan  mengarah pada pembukaan  lahan  hutan  hujan  (raz.#/ores/)

utuh  hingga  500  Ha  masing-masingnya  (walau  kebanyakan jauh  lebih  sedikit)

untuk operasi penambangan.  Sembilan sumber @odies) bijih akan dieksploitasi

selama  30  tahun  pertama,  dimana  beberapa  lokasi  terdapat  di  pinggiran  atas

lubang  galian.  Pada  beberapa  lokasi  tinggi,  pinggiran  atas  ini  berada  di  areal

Hutan  Lindung  yang  kemungkinan  berkondisi  sangat  alanii.  Pembukaan  lchan

akan mengakibatkan kerusakan habitat dan frogmentasi, tetapi menurut AroAL

habitat yang terkena dampak tersebar dengan luns pada wilayah ini. Dengan kata

lain,  dampak  terhadap  flora  dan  fauna adalah terlokalesir,  bukan  si fat  regional

luas. Namun selanjutnya itu akan ditindaklanjuti pada saat lobang galian selesai.

Operasi  pada hutan  lindung dilakukan melalui  perjanjian  `pinjan/pakai'

dengan Menteri Kehutanan. Perianjian pinjam/pakai mengharuskan PT Weda Bay

Nickel  membayar penggunaan  lahan  selama proses pembukaan  lalu  melakukan

rehabilitasi  terhadap   lokasi  ke   standar  yang  telah  ditentukan  (oleh  Menteri

Kehutanan). Perlu dicatat bahwa proyek PT Weda Bay Nickel ini berdanpak pada

areal  hutan  yang  lebih  luas  melebihi  areal  pertambangan  semata.  Diluar  para

pekeria,  proyek  akan  menarik  pencari  keria  dan  penyedia jasa  ke  lingkungan



dengan tekanan populasi yang sebelumnya sangatlah kecil. Gelombang penduduk

akan   memerlukan   tempat   tinggal   dan   penaflchan   dan   hal-hal    ini   akan

mengakibatkan pembukaan hutan. Namun, danpak ini akan teriadi pada area yang

diperuntukan bagi hutan produksi konservasi,  dekat pantai,  atau mungkin hutan

produksi.      Perlunsan  degradasi   pada  hutan  mungkin   akan  disebabhan   oleh

peningkatan  aktifitas  penebangan  berskala  rendah.  Akses  pertambangan  akan

membuka jalur yang sebelumnya tertutup dan hal ini akan memperbunk danpak-

dampck tidak langsung ini.



BABV

PENUTUP

A.  Kesimpu]an

Berdasarkan  hasil  penelitian Dampak lnvestai  MNC terhadap Masyarakat Adat

(Studi kasus  : Konflik Agraria antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyaralcat

Adat Sawai). Dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :.

1.   Masyarakat  lokal  tidak  siap  untuk  mengivadapi  masalch-masalah  ini,

karena mereka memiliki tingkat kesadaran rendah tentang standar-standar

intemasional yang harus dipenuhi PT Weda Bay Nickel.

2.   Pemerintah daerah melakukan mediasi antara PT Weda Bay Nickel dengan

Masyarakat   Adat   tetapi   belum   menemukan   solusi   terbaik   diantara

keduanya dan ketika dilihat Pemerintah lebih mendukung Perusahaan.

3.   Konflik  Agraria  ini  belum  berakhir  karena  pembayaran  lahan  belum

selesai, masih sekitar 30% lahan masyarakat adat belum dibayar.

4.   Dibutuhkan ketiasama yang baik antara PT Weda Bay Nickel, Pemerintah

Daerah dan Masyarakat Adat agar dapat terwujudnya pembangunan yang

dapat   mensejahterakan   masyarakat   di   Kabupaten   Halmahera   Tengah

khususnya Masyarakat Adat.

5.   Corporate    Social    Responsibility    (CSR)    dianggap    mcksimal    dalam

pelaksanaan   pembangunan   ekonomi   maupun   pengadaan   infrastruktur

Halmahera Tengch Khususnya Masyarckat Adat lingkar tanbang. Tetapi

disisi   lain   menurut   penulis   implementasinya   tidak   maksimal   karena



bantuan-bantuan   yang   diberikan   tidck   merata   dan   tidak   menyentuh

langsung dengan kebutuhan pada masyarakat lingkar tambang.

8. SA-.
1.   Pemerintah Daerah perlu meninjau kembali  izin kontrak karya PT Weda

Bay Nickel karena menimbulkan dampak Masyarakat Adat.

2.   Untuk  semun  pihak  yang  berwenang  atas  pengambilan  keputusan  PT

Weda Bay Nickel seharusnya mengembalikan hak masyarakat adat sesuni

dengan   norma  Intemasional   dan  keputusan  pengadilan   konstitusional

Indonesia yang menguatkan pengakunn hak lahan adat.

3.   Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Wilayah Halmahera Tengah harus

menerapkan  keputusan  Pengadilan  Konstitusional  35fruu-X/2012  yang

mengharushan adanya peraturan daerah tentang hak masyarakat adat dan

proses-proses pemecahan konflik untuk hak lahan yang terlindungi adat.

4.   PT   Weda   Bay   Nickel   perlunya   pelaksanaan   prinsip   terbuka   dan

bertanggung jawab dalan pelaksanaan produksi dan kewajiban-kewajiban

lain agar dapat memperoleh citra baik dimata masyarakat.

5.   PT  Weda  Bay  Nickel  seharusnya  bertanggung  jawab  atas  Kehidupan

Masyarakat lingkar tambang yang terkena danpak.

6.   Ketika  perusahaan  sudah  mulai  memproduksi  nikel,  perusahaan  harus

membunt  perlindungan  lingkungan,   seperti  mengurangi  emisi  gas  dan

limbah, bchan daun ulang dan program penghijaunn.



7.   Pemerintah seharusnya menjelaskan kepada PT Weda Bay Nickel dalam

hal  meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dan keprihatinan

saat ini agar kondisi masyarakat adat bisa teriaga.

8.   Seharusnya  Proyek  karyawan  berorientasi,   seperti  penyediaan  standar

yang    lebih   tinggi    untuk   kesehatan    professional    dan   keselamatan,

pemerataan kesempatan keria, dan jam keria yang fleksibel.

9.   Pembentukan  pengadilan  agraria/lembaga  pertanahan  sebagai  lembaga

penyelesaian  legitasi  (pelaksanaan  gugatan),  serta  merumuskan  konsep

untuk kepentingan penanaman modal  melalui  pemberian  hak pakai  atau

hak sewa sebagai  lembaga hukum  dan hubungan hukum konkrit dengan

tidak  melakukan  pelepasan  atau  penyeralan  hck  atas  tanah  masyarakat

adat dengan pembentuhan ganti rugi.



Dokumentasi Hasil Penelitian

(Wawancaradengankepaladesalelilefwoyabulendankepaladesalelilefsawai).

(WawancaradenganKepaladesalelilefwoyabulen,lelilefsawaidanmasyarakatAdat).



(Foto bersama dengan Ayah ku, kapala desa lelilef sawai,         a]oto bersana dengan para pegawai

Lelilef woya bulen dan masyarakat adat). PT Weda Bay Nickel).

Bentuk protes warga terhadap PT Weda Bay Nickel
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